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Metodologi Evaluasi

Sumber : Paparan Perwita Sari , Analis Kebijakan Madya Kemenpan RB, November 2020 



Domain 1 : Kebijakan Internal SPBE
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17 → 10

2 Lama
8 Baru



INDIKATOR 1

9

Domain 1 Kebijakan  Internal SPBE Aspek 1 Kebijakan Internal 

Tata Kelola SPBE

Indikator 1 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Tingkat Kriteria Capaian

1 Konsep kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah 

tersedia.

2 Kebijakan internal Arsitektur SPBE  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. 

Kondisi: Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut belum memuat 

secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, 

Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE). 

3 Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 

telah memuat  secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE 

(Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan 

SPBE). 

4 Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 

telah mengatur integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi 

Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 

telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

5 Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur Instansi 

Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Jawaban: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5

Penjelasan :

Data dukung:



INDIKATOR 1
Arsitektur SPBE
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Arsitektur SPBE

Arsitektur Proses Bisnis

Arsitektur Layanan

Arsitektur Data

Arsitektur Aplikasi

Arsitektur Infrastruktur

Arsitektur Keamanan 



INDIKATOR 1
Verifikasi Data Dukung
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Tingkat Kriteria Data Dukung

1
Konsep kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE Instansi 

Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.

• Draft kebijakan atau notulensi rapat terkait 

penyusunan kebijakan arsitektur SPBE.

2 Kebijakan internal Arsitektur SPBE  Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 

telah ditetapkan.

Kondisi: Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah 

Daerah tersebut belum memuat secara lengkap pengaturan mengenai 

referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data 

dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan 

Layanan SPBE). 

• Kebijakan terkait arsitektur SPBE instansi yang 

telah ditetapkan

• Arsitektur SPBE pada kebijakan tersebut belum 

termuat secara lengkap.

3 Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Arsitektur SPBE 

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memuat  secara lengkap 

pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur 

SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi 

SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE). 

• Kebijakan terkait arsitektur SPBE instansi yang 

telah ditetapkan

• Arsitektur SPBE pada kebijakan tersebut telah 

termuat secara lengkap.

4 Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Arsitektur SPBE 

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur integrasi SPBE antar 

Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi 

Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal Arsitektur SPBE 

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara 

periodik.

• Kebijakan yang telah ditetapkan tersebut telah 

mengatur arahan integrasi SPBE antar instansi, 

baik antar sesama instansi, dengan daerah, 

maupun dengan pusat

• Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan 

kebijakan terkait arsitektur SBPE instansi.

5 Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan 

internal Arsitektur Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah 

ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

• Kebijakan internal yang telah update/notulensi 

rapat hasil pemutakhiran kebijakan internal.

• Hasil/rapat tindak lanjut hasil evaluasi kebijakan.



INDIKATOR 1
Contoh Kebijakan Internal

Level 3

DITAMBAH

dengan  evaluasi 

= Level 4



Peraturan diatas merupakan revisi dari peraturan 
sebelumnya  (perubahan Arsitektur) 

DITAMBAH

dengan  evaluasi 

dan tindak lanjutnya 

= Level 5



INDIKATOR 2
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Domain 1 Kebijakan  Internal SPBE Aspek 1 Kebijakan Internal 

Tata Kelola SPBE

Indikator 2 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Tingkat Kriteria Capaian

1 Konsep kebijakan internal terkait Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah 

tersedia.

2 Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. 

Kondisi: Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut belum mengatur 

muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, 

Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK). 

3 Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah 

Daerah telah mengatur seluruh muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, 

Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK).

4 Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 

telah mengatur keselarasan antara Peta Rencana SPBE Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal 

Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keselarasan antara Peta Rencana 

SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Nasional. Selain itu, Kebijakan internal 

Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Instansi 

Pusat/Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Nasional. Selain itu, Kebijakan internal Peta Rencana 

SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

5 Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur Instansi 

Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.



INDIKATOR 2
Peta Rencana SPBE
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INDIKATOR 2
Verifikasi Data Dukung
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Tingkat Kriteria Data Dukung

1 Konsep kebijakan internal terkait Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah 

Daerah belum atau telah tersedia.

• Draft kebijakan atau notulensi rapat terkait 

penyusunan kebijakan peta rencana SPBE.

2 Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah 

ditetapkan. 

Kondisi: Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah 

Daerah tersebut belum mengatur muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap 

(Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, 

Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK). 

• Kebijakan terkait peta rencana SPBE instansi yang 

telah ditetapkan

• Pengaturan peta rencana pada kebijakan tersebut 

belum lengkap.

3 Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Peta Rencana SPBE 

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur seluruh muatan Peta Rencana 

SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, 

Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK).

• Kebijakan terkait peta rencana SPBE instansi yang 

telah ditetapkan

• Pengaturan peta rencana pada kebijakan tersebut 

telah lengkap.

4 Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi 

Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keselarasan antara Peta Rencana 

SPBE. Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Peta Rencana SPBE 

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keselarasan antara Peta 

Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE 

Nasional. Selain itu, Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi 

Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Instansi 

Pusat/Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Nasional. Selain itu, Kebijakan 

internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan 

dievaluasi secara periodik.

• Kebijakan terkait peta rencana SPBE instansi yang 

telah ditetapkan

• Pengaturan peta rencana pada kebijakan tersebut 

telah lengkap.

• Pengaturan keselarasan dengan peta rencana SPBE 

nasional telah tercakup dalam kebijakan tersebut.

• Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan 

terkait peta rencana SPBE instansi.

5 Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal 

Arsitektur Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan 

kebijakan baru.

• Kebijakan internal yang telah update/notulensi rapat 

hasil pemutakhiran kebijakan internal.

• Hasil/rapat tindak lanjut hasil evaluasi kebijakan.



INDIKATOR 2
Contoh Kebijakan Internal
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Level 3

DITAMBAH

dengan  evaluasi 

= Level 4



Peta rencana sudah mengalami revisi

DITAMBAH

dengan  evaluasi 

dan tindak lanjutnya 

= Level 5



INDIKATOR 3
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Domain 1 Kebijakan  Internal SPBE Aspek 1
Kebijakan Internal 

Tata Kelola SPBE

Indikator 3 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Tingkat Kriteria Capaian

1 Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.

2 Kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. 

Kondisi: Kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut hanya mengatur sebagian 

dari rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan 

interoperabilitas data.

3 Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah 

mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data 

dan interoperabilitas data.

Kondisi: Pengaturan tersebut hanya untuk diterapkan di sebagian unit kerja Instansi Pusat/Perangkat Daerah

4 Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah 

mencakup pengaturan penerapan di seluruh unit kerja/perangkat daerah. Selain itu, kebijakan internal Manajemen 

Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

5 Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Manajemen Data di Instansi 

Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Jawaban: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5

Penjelasan :

Data dukung:



INDIKATOR 3
Manajemen Data
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INDIKATOR 3
Verifikasi Data Dukung
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Tingkat Kriteria Data Dukung

1 Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Data di Instansi 

Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.

• Draft kebijakan atau notulensi rapat terkait 

penyusunan kebijakan manajemen data.

2 Kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 

telah ditetapkan. 

Kondisi: Kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah 

Daerah tersebut hanya mengatur sebagian dari rangkaian proses 

pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas 

data dan interoperabilitas data.

• Kebijakan terkait manajemen data instansi yang 

telah ditetapkan

• Baru sebagian dari rangkaian proses pengelolaan 

data yang telah tercantum dalam kebijakan 

tersebut.

3 Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Manajemen Data di 

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur seluruh rangkaian 

proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, 

kualitas data dan interoperabilitas data.

Kondisi: Pengaturan tersebut hanya untuk diterapkan di sebagian unit kerja 

Instansi Pusat/Perangkat Daerah

• Kebijakan terkait manajemen data instansi yang 

telah ditetapkan

• Seluruh rangkaian proses pengelolaan data telah 

tercantum dalam kebijakan tersebut.

• Lingkup pengaturan yang tercantum baru 

melingkupi Sebagian unit kerja/OPD.

4 Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Manajemen Data di 

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan penerapan 

di seluruh unit kerja/perangkat daerah. Selain itu, kebijakan internal 

Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut telah 

direviu dan dievaluasi secara periodik.

• Lingkup pengaturan yang tercantum pada 

kebijakan telah melingkupi seluruh unit 

kerja/OPD.

• Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan 

kebijakan terkait manajemen data instansi.

5 Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan 

internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah 

ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

• Kebijakan internal yang telah update/notulensi 

rapat hasil pemutakhiran kebijakan internal.

• Hasil/rapat tindak lanjut hasil evaluasi kebijakan.



INDIKATOR 3
Contoh Kebijakan Internal

Level 3



INDIKATOR 4
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Domain 1 Kebijakan  Internal SPBE Aspek 1
Kebijakan Internal 

Tata Kelola SPBE

Indikator 4 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE

Tingkat Kriteria Capaian

1 Konsep kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau 

telah tersedia.

2 Kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. 

Kondisi: Kebijakan internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE telah mengatur siklus pembangunan aplikasi.

3

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE  telah mengatur 

proses konsultasi terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE dengan unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan 

fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

4 Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi 

Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keterpaduan dan pengendalian Pembangunan Aplikasi SPBE oleh unit 

kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, 

kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE direviu dan dievaluasi secara periodik.

5 Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Pembangunan  Aplikasi SPBE di 

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Jawaban: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5

Penjelasan :

Data dukung:



INDIKATOR 4

Perlu ada Kebijakan yang mendasari Pembangunan Aplikasi SPBE merupakan suatu proses 
perancangan aplikasi melalui siklus pembangunan aplikasi. sebagai contoh kebijakan tersebut akan 
mengatur tata cara pembangunan aplikasi seperti SDLC, Waterfall, Agile, dll.



INDIKATOR 4
Verifikasi Data Dukung
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Tingkat Kriteria Data Dukung

1 Konsep kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di 
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.

• Draft kebijakan atau notulensi rapat terkait 

penyusunan kebijakan pembangunan aplikasi 

SPBE.

2 Kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi 

Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. 

Kondisi: Kebijakan internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE telah 
mengatur siklus pembangunan aplikasi.

• Kebijakan terkait pembangunan aplikasi SPBE 

instansi yang telah ditetapkan

• Pengaturan siklus pembangunan aplikasi telah 

tercantum dalam kebijakan tersebut.
3 Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Kebijakan internal terkait siklus 

Pembangunan Aplikasi SPBE  telah mengatur proses konsultasi terkait 

siklus Pembangunan Aplikasi SPBE dengan unit kerja/perangkat daerah 

yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah 
Daerah.

• Kebijakan terkait pembangunan aplikasi SPBE 

instansi yang telah ditetapkan

• Pengaturan siklus pembangunan aplikasi telah 

tercantum dalam kebijakan tersebut.

• Arahan proses konsultasi dengan unit kerja/OPD 

pengelola TIK telah tercantum dalam kebijakan 

tersebut.
4 Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait siklus 

Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah 

mengatur keterpaduan dan pengendalian Pembangunan Aplikasi SPBE oleh 

unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di 

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, kebijakan internal 
Pembangunan Aplikasi SPBE direviu dan dievaluasi secara periodik.

• Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan 

kebijakan terkait pembangunan aplikasi SBPE 

instansi.

5 Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan 

internal Pembangunan  Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 
SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

• Kebijakan internal yang telah update/notulensi 

rapat hasil pemutakhiran kebijakan internal.

• Hasil/rapat tindak lanjut hasil evaluasi kebijakan.
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Pasal 23 

Level 3

DITAMBAH

dengan  evaluasi 

= Level 4

INDIKATOR 4



27

REVISI

DITAMBAH

dengan  evaluasi 

dan tindak lanjutnya 

= Level 5



Contoh 

ALUR PEMBANGUNAN APLIKASI UMUM 



INDIKATOR 5
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Domain 1 Kebijakan  Internal SPBE Aspek 1
Kebijakan Internal 

Tata Kelola SPBE

Indikator 5 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data

Tingkat Kriteria Capaian

1 Konsep kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau 

telah tersedia.

2 Kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. 

Kondisi: Kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data telah mengatur penggunaan Layanan Pusat Data untuk 

sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

3

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data telah mengatur penggunaan 

Layanan Pusat Data untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

4 Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi 

Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Pusat Data Nasional dan/atau 

mengatur penggunaan Layanan Pusat Data Nasional. Selain itu, kebijakan internal terkait penggunaan Layanan Pusat 

Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

5 Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang 

digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Jawaban: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5

Penjelasan :

Data dukung:
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a. Layanan Pusat Data adalah penyediaan penyimpanan aplikasi dan data.

b. Layanan Pusat Data bertujuan untuk menjamin ketersediaan penyimpanan

data bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

c. Layanan Pusat Data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan

Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi, Basis Data, dan Kualitas

Data.

d. Pusat Data Nasional adalah sekumpulan pusat data yang digunakan

secara bersama dan bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah,

dan saling terhubung yang terdiri atas pusat data yang diselenggarakan

oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan memenuhi persyaratan

pusat data atau pusat data yang dibangun khusus untuk digunakan

secara bersama dan bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

e. Kebijakan Layanan Pusat Data merupakan pengaturan mengenai layanan

pusat data di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk

memberikan panduan dalam pelaksanaan layanan pusat data untuk

menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
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Tingkat Kriteria Data Dukung

1 Konsep kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di 
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.

• Draft kebijakan atau notulensi rapat terkait 

penyusunan kebijakan terkait layanan pusat data.

2 Kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi 

Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. 

Kondisi: Kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data telah mengatur 

penggunaan Layanan Pusat Data untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah 
di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

• Kebijakan terkait layanan pusat data instansi yang 

telah ditetapkan

• Pengaturan penggunaan layanan pusat data 

dalam beberapa unit kerja/OPD.

3 Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Layanan Pusat 

Data telah mengatur penggunaan Layanan Pusat Data untuk seluruh unit 
kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

• Kebijakan terkait layanan pusat data instansi yang 

telah ditetapkan

• Pengaturan penggunaan layanan pusat data 

instansi untuk seluruh unit kerja/OPD.
4 Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Layanan Pusat 

Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur 

interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Pusat Data Nasional dan/atau 

mengatur penggunaan Layanan Pusat Data Nasional. Selain itu, kebijakan 

internal terkait penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah 
Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

• Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan 

kebijakan terkait layanan pusat data instansi.

5 Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan 

internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi 
Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

• Kebijakan internal yang telah update/notulensi 

rapat hasil pemutakhiran kebijakan internal.

• Hasil/rapat tindak lanjut hasil evaluasi kebijakan.
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Level 3

Level 3

Level 4

Ditambah dengan REVIEW KEBIJAKAN



MATERI
INSTRUMEN PEMANTAUAN

DAN EVALUASI SPBE

DOMAIN 
KEBIJAKAN INTERNAL

INDIKATOR 6-10
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Domain 1 Kebijakan  Internal SPBE Aspek 1

Kebijakan 

Internal Tata 

Kelola SPBE
Indikator 6 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Tingkat Kriteria Capaian

1 Konsep kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau 
telah tersedia.

2 Kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. 

Kondisi: Kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah 

mengatur Layanan Jaringan Intra untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi 
Pusat/Pemerintah Daerah.

3
Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi 

Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur Layanan Jaringan Intra untuk seluruh unit kerja/perangkat 
daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

4 Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi 

Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur interkoneksi Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah 

Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 

lain. Selain itu,  kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah 
direviu dan dievaluasi secara periodik.

5 Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Layanan Jaringan 
Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
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a. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang 

menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu 

organisasi.

b. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah 

merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh 

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk 

menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi 

Pusat/Pemerintah Daerah, dengan Jaringan Intra 

Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi 

Pusat/Pemerintah Daerah lain.

c. Penggunaan Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah 

Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam 

melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul 

jaringan dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

d. Penyelenggaraan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah 

Daerah sebagaimana dimaksud, dapat menggunakan 

jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Instansi 

Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh 

penyedia jasa layanan jaringan.

Perpres 95 tahun 2018, Pasal 27
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Tingkat Kriteria Data Dukung

1 Konsep kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi 
Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.

• Draft kebijakan atau notulensi rapat terkait 

penyusunan kebijakan terkait layanan jaringan 

intra instansi.

2 Kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi 

Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. 

Kondisi: Kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi 

Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur Layanan Jaringan Intra

untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi 
Pusat/Pemerintah Daerah.

• Kebijakan terkait layanan jaringan intra instansi 

yang telah ditetapkan

• Pengaturan penggunaan layanan jaringan intra 

instansi dalam beberapa unit kerja/OPD.

3 Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Layanan 

Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur 

Layanan Jaringan Intra untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di 
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

• Kebijakan terkait layanan jaringan intra instansi 

yang telah ditetapkan

• Pengaturan penggunaan layanan jaringan intra 

instansi untuk seluruh unit kerja/OPD.
4 Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Layanan 

Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur 

interkoneksi Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah 

Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra 

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Selain itu, kebijakan internal 

terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 
telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

• Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan 

kebijakan terkait layanan jaringan intra instansi.

5 Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi 

kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi 
Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

• Kebijakan internal yang telah update/notulensi 

rapat hasil pemutakhiran kebijakan internal.

• Hasil/rapat tindak lanjut hasil evaluasi 

kebijakan.
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Penjelasan Data Dukung
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Level-3
+ data dukung pelaksanaan review -->4
+ ada bukti tindak lanjut -->5



INDIKATOR 6
Contoh Penjelasan

39

Kebijakan internal terkait Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan

Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tercantum dalam Perlem Lapan No 2 tahun

2020 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Lapan yaitu pada pasal 25 dan

26 yang disampaikan pada

file Indikator6_Perlem 2 tahun 2020.pdf

Sehingga dari penjelasan dan data dukung yang disampaikan tersebut, dinilai telah

menggambarkan Tingkat Kematangan 3
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Domain 1 Kebijakan  Internal SPBE Aspek 1 Kebijakan 

Internal Tata 

Kelola SPBE
Indikator 7 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi 

Pusat/Pemerintah Daerah

Tingkat Kriteria Capaian

1 Konsep kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah 
Daerah belum atau telah tersedia.

2 Kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 

telah ditetapkan. 

Kondisi: Kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah 

Daerah telah mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 
untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

3
Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan 

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan untuk 
seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

4 Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan 

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keterhubungan dengan Sistem Penghubung Layanan 

Pemerintah. Selain itu, kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi 
Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

5 Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Penggunaan 

Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan 
baru.
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a. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat 

integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran 

Layanan SPBE.

b. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 

bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan 

integrasi antar Layanan SPBE.

c. Syarat sebuah Sistem Penghubung Layanan:

1) Tersedia jalur/bus (sistem koneksi bukan point-to-

point); 

2) Tersedia metadata repository; dan

3) Tersedia service directory.

Perpres 95 tahun 2018, Pasal 27
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Tingka

t

Kriteria Data Dukung

1 Konsep kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung 

Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah 
tersedia.

• Draft kebijakan atau notulensi rapat terkait 

penyusunan kebijakan terkait penggunaan sistem 

penghubung layanan instansi.

2 Kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan 

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan.

Kondisi: Kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung 

Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur

penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah 

Daerah untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi 
Pusat/Pemerintah Daerah.

• Kebijakan terkait penggunaan sistem penghubung 

layanan instansi yang telah ditetapkan

• Pengaturan penggunaan sistem penghubung 

layanan dalam beberapa unit kerja/OPD.

3 Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait 

Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah 

Daerah telah mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan 

untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi 
Pusat/Pemerintah Daerah.

• Kebijakan terkait penggunaan sistem penghubung 

layanan instansi yang telah ditetapkan

• Pengaturan penggunaan sistem penghubung 

layanan untuk seluruh unit kerja/OPD.

4 Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait 

Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah 

Daerah telah mengatur keterhubungan dengan Sistem Penghubung 

Layanan Pemerintah. Selain itu, kebijakan internal terkait Penggunaan 

Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah 
direviu dan dievaluasi secara periodik.

• Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan 

kebijakan terkait penggunaan sistem penghubung 

layanan instansi.

5 Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi 

kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan 

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan 
kebijakan baru.

• Kebijakan internal yang telah update/notulensi 

rapat hasil pemutakhiran kebijakan internal.

• Hasil/rapat tindak lanjut hasil evaluasi kebijakan.
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Domain 1 Kebijakan  Internal SPBE Aspek 1 Kebijakan 

Internal Tata 
Kelola SPBE

Indikator 8 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi

Tingkat Kriteria Capaian

1 Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah tersedia.

2 Kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah ditetapkan. 

Kondisi: Kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi belum mengatur secara lengkap 

mengenai cakupan Manajemen Keamanan Informasi (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung 

jawab, perencanaan,
dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi).

3 Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi mengatur 

seluruh cakupan Manajemen Keamanan Informasi secara lengkap (penetapan ruang lingkup, penetapan 

penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan 
berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi).

4 Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, dan kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah 

mengatur penerapan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. 

Selain itu, kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah direviu dan dievaluasi secara 
periodik.

5 Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Manajemen 
Keamanan Informasi telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
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a. Manajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian

proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan

penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian,

evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan

informasi dalam SPBE.

b. Manajemen Keamanan Informasi bertujuan untuk menjamin

keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko

keamanan informasi.

c. Kebijakan internal dalam hal ini mengatur terkait penerapan

Manajemen Keamanan Informasi pada Instansi Pusat/Pemerintah

Daerah.

Penilaian dilakukan

terhadap pengaturan

/norma yang memenuhi

kriteria muatan

Manajemen Keamanan

Informasi dan ruang

lingkup pemanfaatan

kebijakannya, serta

memenuhi kekuatan

hukum yang mengikat

secara internal.
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Tingkat Kriteria Data Dukung

1 Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah 
tersedia.

• Draft kebijakan atau notulensi rapat terkait 

penyusunan kebijakan terkait manajemen keamanan 

informasi.

2 Kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah 

ditetapkan. 

Kondisi: Kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi belum 

mengatur secara lengkap mengenai cakupan Manajemen Keamanan 

Informasi (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, 

perencanaan,

dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan 
terhadap Keamanan Informasi).

• Data dukung tingkat 1 yang telah ditetapkan.

• Pengaturan/norma pelaksanaan manajemen 

keamanan informasi yang tertuang dalam kebijakan 

tersebut belum mencakup keseluruhan pelaksanaan 

manajemen keamanan informasi.

3 Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Manajemen 

Keamanan Informasi mengatur seluruh cakupan Manajemen 

Keamanan Informasi secara lengkap (penetapan ruang lingkup, 

penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, 

evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan 
Informasi).

• Data dukung tingkat 2 yang telah ditetapkan.

• Pengaturan/norma pelaksanaan manajemen 

keamanan informasi yang tertuang dalam kebijakan 

tersebut telah mengatur ruang lingkup, penanggung 

jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, 

evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan.

4 Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, dan kebijakan internal terkait Manajemen 

Keamanan Informasi telah mengatur penerapan untuk seluruh unit 

kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, 

kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah direviu 
dan dievaluasi secara periodik.

• Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan 

terkait manajemen keamanan informasi.

5 Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan 

internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah ditindaklanjuti
dengan kebijakan baru.

• Kebijakan internal yang telah update/notulensi rapat 

hasil pemutakhiran kebijakan internal.

• Hasil/rapat tindak lanjut hasil evaluasi kebijakan.



INDIKATOR 8
Contoh Kebijakan Internal

48



INDIKATOR 9

49

Domain 1 Kebijakan  Internal SPBE Aspek 1 Kebijakan 

Internal Tata 

Kelola SPBE

Indikator 9 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK

Tingkat Kriteria Capaian

1 Konsep kebijakan internal terkait Audit TIK belum atau telah tersedia.

2 Kebijakan internal Audit TIK telah ditetapkan. 

Kondisi: Kebijakan internal terkait Audit TIK hanya mengatur pelaksanaan sebagian Audit 

TIK (Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).

3 Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah mengatur 

pelaksanaan seluruh Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE Audit Aplikasi SPBE, dan Audit 

Keamanan SPBE).

4 Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu dan 

dievaluasi secara periodik.

5 Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait 

Audit TIK telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
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BPPT
• Audit Aplikasi
• Audit Infrastruktur 

TIK

BSSN • Audit Keamanan TIK

Perpres 95 2018 
(Tabel 2 Rencana Strategis SPBE)
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Tingkat Kriteria Data Dukung

1 Konsep kebijakan internal terkait Audit TIK belum atau 
telah tersedia.

• Draft kebijakan atau notulensi rapat terkait 

penyusunan kebijakan terkait audit TIK.

2 Kebijakan internal Audit TIK telah ditetapkan. 

Kondisi: Kebijakan internal terkait Audit TIK hanya 

mengatur pelaksanaan sebagian Audit TIK (Audit 

Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit 
Keamanan SPBE).

• Kebijakan terkait audit TIK yang telah 

ditetapkan.

• Pengaturan/norma pelaksanaan audit TIK 

yang tertuang dalam kebijakan/SK tersebut 

belum mencakup keseluruhan pelaksanaan 

audit TIK.
3 Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan 

internal terkait Audit TIK telah mengatur pelaksanaan 

seluruh Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE Audit 
Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).

• Kebijakan terkait audit TIK yang telah 

ditetapkan.

• Pengaturan/norma pelaksanaan audit TIK 

yang tertuang dalam kebijakan/SK tersebut 

telah mengatur pelaksanaan seluruh audit TIK 

(infrastruktur, aplikasi, keamanan).
4 Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan 

internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi 
secara periodik.

• Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan 

kebijakan terkait audit TIK.

5 Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan 

evaluasi kebijakan internal terkait Audit TIK telah 
ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

• Kebijakan internal yang telah update/notulensi 

rapat hasil pemutakhiran kebijakan internal.

• Hasil/rapat tindak lanjut hasil evaluasi 

kebijakan.
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Domain 1 Kebijakan  Internal SPBE Aspek 1 Kebijakan 

Internal Tata 

Kelola SPBE
Indikator 10 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah 

Daerah
Tingkat Kriteria Capaian

1 Konsep kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau 
telah tersedia.

2 Kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. 

Kondisi: Kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah 

mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah  yang 

mendukung penerapan SPBE  pada sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah 
Daerah.

3 Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi 

Pusat/Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi 

Pusat/Pemerintah Daerah  yang mendukung penerapan SPBE  pada seluruh unit kerja/perangkat daerah 
di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

4 Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi 

Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah 

Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal terkait Tim 
Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

5 Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Tim Koordinasi 
SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
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Tingkat Kriteria Data Dukung

1 Konsep kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi 
Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.

• Draft kebijakan/SK atau notulensi rapat terkait 

penyusunan kebijakan/SK penetapan Tim 

Koordinasi SPBE.

2 Kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah 

Daerah telah ditetapkan. 

Kondisi: Kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi 

Pusat/Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim 

Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah  yang mendukung 

penerapan SPBE  pada sebagian unit kerja/perangkat daerah di 
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

• Kebijakan/SK penetapan Tim Koordinasi 

SPBE yang telah disahkan.

• Pengaturan/norma pelaksanaan tugas yang 

tertuang dalam kebijakan/SK tersebut belum 

mencakup keseluruhan unit kerja/OPD.

3 Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Tim 

Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mencakup 

pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah 

Daerah  yang mendukung penerapan SPBE  pada seluruh unit 
kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

• Kebijakan/SK penetapan Tim Koordinasi 

SPBE yang telah disahkan.

• Pengaturan/norma pelaksanaan tugas yang 

tertuang dalam kebijakan/SK tersebut telah 

mencakup keseluruhan unit kerja/OPD.
4 Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Tim Koordinasi 

SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan 

SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar 

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal terkait

Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu 
dan dievaluasi secara periodik.

• Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan 

kebijakan terkait tim koordinasi SPBE

5 Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan 

internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 
telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

• Kebijakan internal yang telah update/notulensi 

rapat hasil pemutakhiran kebijakan internal.

• Hasil/rapat tindak lanjut hasil evaluasi 

kebijakan.
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Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

telah menindaklanjuti hasil reviu dan

evaluasi kebijakan Tim Koordinasi

SPBE Instansi Pusat/Pemerintah

Daerah dengan menetapkan kebijakan

baru agar sesuai dengan kebutuhan

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi

dan rekomendasi tindak lanjut kebijakan internal Tim

Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, yang

dapat dilengkapi dengan bukti undangan rapat

pembahasan penyempurnaan kebijakan internal Tim

Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah,

dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas

penyempurnaan kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;

2) Dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

yang berlaku sebelumnya; dan

3) Dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

yang memuat pengaturan/norma Tim Koordinasi SPBE

yang telah disempurnakan dan telah ditetapkan.



TERIMA
KASIH


